






























 

1. SRI MULYANI  : BUPATI KLATEN, bertindak dalam 

jabatannya tersebut berdasarkan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

131.33-8601 Tahun 2017 tentang 

Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian 

Wakil Bupati Klaten Provinsi Jawa 

Tengah, berkedudukan di Klaten, Jalan 

Pemuda Nomor 294 Klaten, dalam hal ini 

bertindak untuk dan atas nama 

Pemerintah Kabupaten Klaten, 

selanjutnya  disebut PIHAK KEDUA. 

 

Berdasarkan pada : 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

5. Undang Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit                  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 



 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); 

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata 

Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah 

Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 371); 

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 



 

Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 

Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2019 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 

2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten 

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 

15); 

17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32); 

18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan 

Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan 

Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 

32); 

19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 54) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 9 

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klaten 

Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan 



 

Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2020 Nomor 9); 

20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan 

Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 34); 

21. Peraturan Bupati Klaten Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 84) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Bupati Klaten Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas 

Peraturan Bupati Klaten Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 24); 

22. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang Dukungan 

Pemeriksaan Kesehatan Bagi Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan 

Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panita Pemungutan Suara, 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran 

Data Pemilih/Panitia Pendaftaran Pemilih, dan Petugas Ketertiban dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati 

dan/atau Wali Kota Nomor:3/PR.07-NK/01/KPU/III/2020 dan Nomor : 

HK.03.01/MENKES/124/2020; 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA 

PIHAK saling setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota 

Kesepakatan tentang Dukungan Pelayanan Kesehatan Bagi Anggota dan 

Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat 

Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan 

Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban 

Tempat Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dengan syarat dan ketentuan 

sebagai berikut : 



 

Pasal 1 

PENGERTIAN 

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:  

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 yang 

selanjutnya disebut Pilbup Klaten Tahun 2020 adalah pelaksanaan 

kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Klaten untuk memilih Bupati 

dan Wakil Bupati Klaten baik ecara langsung dan demokratis; dan 

2. Badan Ad hoc Penyelenggara Pilbup Klaten Tahun 2020 adalah 

Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan 

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas 

Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. 

 

Pasal 2 

MAKSUD DAN TUJUAN 

(1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA 

PIHAK dalam melaksanakan tanggung jawab dukungan pelayanan 

kesehatan bagi Badan Ad hoc Penyelenggara Pilbup Klaten Tahun 

2020. 

(2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk melakukan kerja 

sama dalam rangka memberikan dukungan pelayanan kesehatan 

bagi Badan Ad hoc Penyelenggara Pilbup Klaten Tahun 2020 dalam 

pelaksanaan Pilbup Klaten Tahun 2020. 

 

Pasal 3 

RUANG LINGKUP 

Ruang Lingkup pelaksanaan Nota Kesepakatan ini meliputi: 

a. sosialisasi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dalam Pilbup Klaten Tahun 2020; 

b. perumusan/penyusunan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan 

protokol kesehatan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) dalam penyelenggaraan Pilbup Klaten Tahun 2020, 

dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang 

mengatur tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam 

kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 



 

c. fasilitasi pelayanan kesehatan bagi Badan Ad hoc Penyelenggara 

Pilbup Klaten Tahun 2020 dalam kondisi bencana nonalam Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19); 

d. fasilitasi pelayanan tes kesehatan untuk mendeteksi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Klaten dan Badan Ad hoc Penyelenggara Pilbup Klaten Tahun 2020; 

e. dukungan pendamping tim kesehatan dalam setiap tahapan bagi 

Badan Ad hoc Penyelenggara Pilbup Klaten Tahun 2020 untuk 

meminimalisasi penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

dan 

f. evaluasi kesehatan bagi Badan Ad hoc Penyelenggara Pilbup Klaten 

Tahun 2020. 

  

 Pasal 4 

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK 

(1) PIHAK KESATU bertanggungjawab dalam: 

a. menyampaikan informasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan 

dalam sosialisasi protokol kesehatan pencegahan penyebaran 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam pelaksanaan Pilbup 

Klaten Tahun 2020; 

b. merumuskan/menyusun petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan 

protokol kesehatan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 

2019 (COVID- 19) dalam penyelenggaraan Pilbup Klaten Tahun 

2020; 

c. berperan aktif dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan 

terkait pelayanan kesehatan bagi Badan Ad hoc Penyelenggara 

Pilbup Klaten Tahun 2020 dalam kondisi bencana nonalam 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan 

d. melaksanakan evaluasi kesehatan bagi Badan Ad hoc 

Penyelenggara Pilbup Klaten Tahun 2020 setelah berakhirnya 

penyelenggaraan Pilbup Klaten Tahun 2020. 

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab dalam: 

a. memberikan dukungan dalam sosialisasi protokol kesehatan 

pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

dalam pelaksanaan Pilbup Klaten Tahun 2020; 

b. memberikan masukan atau kajian dalam perumusan/ 

penyusunan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan protokol 



 

kesehatan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dalam penyelenggaraan Pilbup Klaten Tahun 2020; 

c. memberikan fasilitasi pelayanan kesehatan bagi Badan Ad hoc 

Penyelenggara Pilbup Klaten Tahun 2020 dalam kondisi bencana 

nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

d. memberikan fasilitasi pelayanan tes kesehatan untuk mendeteksi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Klaten dan Badan Ad hoc Penyelenggara  

Pilbup Klaten Tahun 2020; 

e. memberikan dukungan pendamping tim kesehatan dalam setiap 

tahapan bagi Badan Ad hoc Penyelenggara Pilbup Klaten Tahun 

2020 untuk meminimalisasi penularan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19); dan 

f. membantu evaluasi kesehatan bagi Badan Ad hoc Penyelenggara 

Pilbup Klaten Tahun 2020 setelah berakhirnya penyelenggaraan 

Pilbup Klaten Tahun 2020. 

 

 Pasal 5 

PELAKSANAAN 

(1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan 

dalam Rencana Kerja oleh PARA PIHAK berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam penandatanganan dan pelaksanaan Rencana Kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KEDUA menugaskan 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang kesehatan. 

 

Pasal 6 

JANGKA WAKTU 

(1) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya 

sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pilbup Klaten 

Tahun 2020 yaitu tahapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati 

Klaten terpilih. 

(2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan 

PARA PIHAK. 

 

 



 

Pasal 7 

PEMBIAYAAN 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota 

Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai 

ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 

 

Pasal 8 

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) 

(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) dalam Nota 

Kesepakatan ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di 

luar kuasa/kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan salah 

satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat memenuhi tanggung 

jawabnya yang disepakati sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. 

(2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk tidak saling 

menuntut dan dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab. 

 

 Pasal 9 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota 

Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara 

musyawarah mufakat. 

 

 Pasal 10 

KORESPONDENSI 

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan 

dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis 

dengan alamat sebagai berikut: 

a. PIHAK KESATU 

Nama : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 

Alamat : Jalan Mayor Kusmanto Nomor 25 Klaten 

b. PIHAK KEDUA 

Nama : Pemerintah Kabupaten Klaten 

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten 

 






















